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(Studi di Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung pada  

Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020) 

 

 

 

Oleh 

 

ADE UTAMA JAYA 

 

 

Permasalahan dalam penelitian ini bahwa terdapat dua bakal pasangan calon yang 

mendaftarkan diri dari jalur perseorangan pada pilkada tahun 2020 di Kota Bandar 

Lampung yang setelah dilakukan verifikasi dukungan oleh KPU Kota Bandar 

Lampung kedua bakal pasangan calon tidak memenuhi syarat sebanyak 47.864 

dukungan dan ditetapakan tidak lulus verifikasi administrasi dan faktual. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan verifikasi dukungan bakal 

pasangan calon perseorangan yang dilaksanakan oleh KPU Kota Bandar Lampung. 

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. 

Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. 

Penelitian ini menggunakan teori model implementasi kebijakan menurut Merilee 

S. Grindle yang menjelaskan keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi 

oleh dua variabel, yaitu isi kebijakan dan lingkungan implementasi kebijakan. Hasil 

penelitian yang didapat bahwa KPU Kota Bandar Lampung telah melaksanakan 

kebijakan verifikasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan pada pilkada 

tahun 2020 dan berjalan dengan baik karena dari kedua variabel semua telah 

berhasil diimplementasikan. Namun terdapat kendala ketika tahapan verifikasi 

faktual yang melibatkan PPS karena tidak bekerja secara maksimal dan melanggar 

kode etik sehingga diberikan sanksi teguran tertulis oleh KPU Kota Bandar 

Lampung. 

 

Kata kunci: implementasi, kebijakan verifikasi, calon perseorangan.  



 
 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

POLICY IMPLEMENTATION OF SUPPORT VERIFICATION OF 

PROSPECTIVE INDIVIDUAL COUPLE PAIRS 

(Studies at the General Election Commission of Bandar Lampung City in 

Regional Head Election 2020) 

 

 

 

By 

 

ADE UTAMA JAYA 

 

 

The problem in this study is that there are two prospective pairs of candidates who 

register themselves from the individual route in the 2020 regional elections in 

Bandar Lampung City, which after verifying support by the KPU of Bandar 

Lampung City, the two prospective pairs of candidates do not meet the requirements 

of 47.864 supports and are determined not to have passed administrative 

verification. and factual. This study aims to determine the implementation of the 

support verification policy for individual candidate pairs carried out by the KPU of 

Bandar Lampung City. This research uses a qualitative research type with a 

descriptive approach. Data collection techniques using observation, interviews and 

documentation. This study uses the theory of policy implementation models 

according to Merilee S. Grindle which explains the success of policy 

implementation is influenced by two variables, namely the content of the policy and 

the environment of policy implementation. The results of the research were that the 

KPU of Bandar Lampung City had carried out a policy of verifying the support of 

individual candidate pairs in the 2020 regional elections and it was going well 

because all of the two variables had been successfully implemented. However, there 

were problems during the factual verification stage which involved PPS because 

they did not work optimally and violated the code of ethics so that they were given 

a written warning sanction by the KPU of Bandar Lampung City. 

 

Key words: implementation, verification policy, individual candidate. 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Sebagai produk kebijakan publik, pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah 

(Pilkada) secara langsung tentunya diharapkan dapat berjalan dengan baik 

sehingga, apa yang menjadi cita-cita kebijakan tersebut dapat memberikan 

manfaat bagi masyarakat secara luas (Mustofa, 2015:314). Pilkada telah 

diselenggarakan dari tahun 2005 dan dasar hukum pilkada yang pertama adalah 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 

Disebutkan juga bahwa dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 59 

Ayat (1) hanya partai politik yang satu-satunya merupakan organisasi resmi 

untuk berhak mendaftarkan bakal pasangan calon peserta pilkada. Namun 

terdapat perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yaitu menjadi 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah yang 

menjelaskan bahwa pengajuan bakal calon kepala daerah tidak hanya berasal 

dari partai politik saja tetapi juga dapat berasal dari calon perseorangan. 

Selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 

tentang Calon Perseorangan dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah dijelaskan juga bahwa calon perseorangan berhak mengajukan diri 

menjadi calon kepala daerah.  

 

Dengan adanya ketentuan tersebut tentunya akan membawa implikasi terhadap 

proses demokratisasi di daerah dan akan membawa dampak terhadap 

penyelengaraan pemerintahan daerah dengan terbukanya ruang bagi calon 

perseorangan untuk turut serta dalam pilkada (Haruni, 2009:23). Walaupun 

demikian, proses diusungnya pasangan calon dari jalur perseorangan tidak 
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serta-merta dengan mudahnya dapat ditetapkan menjadi calon kepala daerah, 

bahkan sama seperti pasangan calon yang berasal dari partai politik bahwa 

pasangan calon perseorangan juga wajib memenuhi salah satu syarat 

pencalonan yaitu dengan memenuhi tahapan verifikasi syarat dukungan calon 

perseorangan yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 

82 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi 

Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil 

Walikota tahun 2022 serta tahapan tersebut bertujuan untuk meneliti kebenaran 

dukungan rakyat terhadap pasangan calon perseorangan. Sistem verifikasi yang 

baik pada akhirnya akan menjadi alat seleksi optimal bagi calon perseorangan 

untuk dapat menjadi peserta pilkada (Berhimpong, 2016:165). 

 

Syarat utama harus dipenuhi oleh calon perseorangan adalah berupa Kartu 

Tanda Penduduk (KTP) yang sudah ditentukan oleh KPU Kabupaten/Kota 

berdasarkan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilihan umum terakhir 

dalam skala suara provinsi. Kemudian syarat KTP yang sudah dikumpulkan 

dalam bentuk formulir pendaftaran oleh calon perseorangan diserahkan kepada 

kantor KPU Kabupaten/Kota dan sekaligus pengumuman diri maju sebagai 

calon kepala daerah dari jalur perseorangan (Tasbir, 2020:82). Pada pilkada 

tahun 2020 ini berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 82 

Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi 

Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil 

Walikota tahun 2022 dijelaskan juga bahwa terdapat sebanyak enam tahapan 

yang harus dilalui oleh bakal pasangan calon perseorangan untuk bisa 

mendaftarkan diri sebagai pasangan calon dari jalur perseorangan. Pertama, 

penyerahan dokumen syarat dukungan, pengecekan syarat jumlah dukungan 

dan persebarannya, kedua, verifikasi administrasi, ketiga, verifikasi faktual, 

keempat, penyerahan syarat dukungan perbaikan (bagi yang belum memenuhi 
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syarat verifikasi faktual), kelima, verifikasi administrasi perbaikan, dan keenam 

verifikasi faktual perbaikan. 

 

Pilkada tahun 2020 ini mengalami hambatan pada tahapan penyerahan syarat 

dukungan pasangan calon perseorangan serta verifikasi faktual yang sempat 

tertunda dari tahapan awal akibat adanya pandemi Corona Virus Desease-19 

(Covid-19), penundaan ini berlangsung sekitar dua bulan dari jadwal awal yang 

telah ditetapkan oleh KPU. Namun penundaan ini justru memberikan ruang bagi 

calon perseorangan untuk menyiapkan persyaratan dukungan sebagai calon 

perseorangan (Syamsuadi, 2020:4). Dengan kata lain, ini merupakan 

kasempatan yang baik bagi bakal calon sehingga memiliki penambahan waktu 

untuk mempersiapkan data dukungan yang konkrit. Tahapan pendaftaran dan 

penelitian untuk syarat dukungan pasangan calon perseorangan ini merupakan 

bagian dari tahapan pencalonan pilkada. Pada pilkada tahun 2020, tahapan 

pencalonan menggunakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 

Tahun 2019 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan 

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 82 Tahun 2020 tentang Pedoman 

Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon 

Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 

Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2022 sebagai 

pedoman teknis bagi KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk penyerahan dan 

penelitian atau verifikasi syarat dukungan bakal calon perseorangan bagi KPU 

Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memiliki bakal calon perseorangan.  

 

Pilkada di tahun 2020 ini juga memiliki perbedaan dengan tahun sebelumnya 

yaitu terdapat perubahan yang signifikan dalam persyaratan pencalonan bagi 

calon perseorangan dari sisi regulasi dan pelaksanaan, yaitu perubahan 

ketentuan mengenai teknis verifikasi syarat dukungan yang dari Peraturan KPU 

Nomor 3 Tahun 2017 ke Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2019 tentang 

Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Dalam pilkada di tahun 2020 
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yang telah mengalami beberapa kali perubahan yaitu, terdapat beberapa pasal 

yang mempengaruhi teknis pelaksanaan seperti penggunaan aplikasi Sistem 

Informasi Pencalonan (Silon) sebagai salah syarat wajib pendaftaran bagi bakal 

calon perseorangan dan perubahan format formulir dukungan dari kolektif ke 

per satu dukungan dan verifikasi faktual dengan metode sensus yang seluruh 

dukungan diverifikasi secara door to door sehingga mengharuskan penambahan 

petugas verifikasi faktual di setiap daerah basis dukungan. 

 

Pada pilkada tahun 2020 yang dilaksanakan pada 270 daerah, hanya 70 

pasangan calon dari total 203 pasangan calon perseorangan yang lulus, 

dikarenakan ada yang mengundurkan diri dan ada juga yang terganjal verifikasi 

faktual dukungan (Ibnu, 2022:8). Pada daerah Lampung hanya di Kota Metro 

yang terdapat bakal pasangan calon peseorangan yang dinyatakan diterima 

karena telah memenuhi syarat pencalonan maupun syarat calon, yaitu pasangan 

calon Wahdi dan Qomaru Zaman dengan jumlah 11.491 dukungan (Parina dkk., 

2021:30). Sedangkan Kota Bandar Lampung adalah daerah yang juga 

menyelenggarakan pilkada tahun 2020 dan memiliki bakal pasangan calon 

perseorangan. Pada tahap awal penyerahan syarat dukungan terdapat dua bakal 

pasangan calon yang mendaftarkan diri dari jalur perseorangan, tetapi setelah 

melewati setiap tahapan verifikasi syarat dukungan kedua pasangan calon tidak 

dapat lulus sebagai calon Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 

2020.  

 

Berdasarkan Keputusan KPU Kota Bandar Lampung Nomor 

491/PL.02.PU/1871/-Kot/XII/2019 tentang Penyerahan Syarat Dukungan 

Bakal Calon Perseorangan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Walikota 

Bandar Lampung Tahun 2020 bahwa yang mendaftarkan diri harus 

menyerahkan dokumen sejumlah minimal 47.864 pendukung yang menurut 

perhitungan sebesar 7,5% dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau sebanyak 

638.174 yang harus tersebar minimal di 11 kecamatan dari 20 kecamatan di 

Kota Bandar Lampung. Berikut ini data nama bakal pasangan calon 
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perseorangan yang menyerahkan syarat dukungan di tahap awal sebelum 

ditetapkan sebagai peserta pilkada tahun 2020. 

 

Tabel 1. Status Tahap Penyerahan Awal 

 

No. Nama 

Calon 

Kelengkapan 

Dokumen  

Dukungan  

Jumlah 

Verifikasi 

Administrasi 

Jumlah 

Verifikasi 

Faktual 

Status  

Verifikasi 

Awal 

1. Firmansyah 

dan 

Bustomi 

Rosadi 

53.032 47.552 21.259 Belum 

Memenuhi 

Syarat 

2. Ike Edwin 

dan Zam 

Zanariah 

Ibrahim 

48.811 43.337 22.847 Belum 

Memenuhi 

Syarat 

Sumber Tabel 1: KPU Kota Bandar Lampung Tahun 2022 

 

Berdasarkan tabel 1 di atas bahwa dari kedua pasangan calon setelah dilakukan 

verifikasi administrasi oleh KPU Kota Bandar Lampung bahwa pasangan 

Firmansyah dan Bustomi Rosadi hanya Memenuhi Syarat (MS) 47.552 

dukungan sedangkan pasangan Ike Edwin dan Zam Zanariah Ibrahim hanya 

Memenuhi Syarat (MS) sebanyak 43.337 dukungan sehingga pada saat 

verifikasi tahap pertama, kedua pasangan belum dapat memenuhi target 

dukungan yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Bandar Lampung sebanyak 

47.864 dukungan. Selain itu juga setelah dilakukan verifikasi faktual tahap 

pertama oleh KPU Kota Bandar Lampung ternyata pasangan Firmansyah dan 

Bustomi Rosadi hanya Memenuhi Syarat (MS) 21.259 dukungan sedangkan 

pasangan Ike Edwin dan Zam Zanariah Ibrahim hanya Memenuhi Syarat (MS) 

22.847 dukungan. Sehingga kedua pasangan perlu untuk melakukan 

penyerahan dukungan perbaikan tahap kedua. Bakal pasangan calon memiliki 

kesempatan dua kali untuk bisa membuktikan dokumen syarat dukungan yang 

diverifikasi oleh penyelenggara pemilu langsung ke lapangan adalah benar. 

Selanjutnya ketika setelah kedua pasangan melakukan penyerahan tahap kedua 

dan berikut ini data pada saat bakal calon perseorangan menyerahkan syarat 

dukungan ditahap kedua. 
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Tabel 2. Status Tahap Penyerahan Akhir 

No. Nama 

Calon 

Jumlah  

Verifikasi  

Awal 

Tambahan 

Dukungan  

 

Jumlah 

Dukungan 

Perbaikan 

Status  

Verifikasi 

Akhir 

1. Firmansyah 

dan 

Bustomi 

Rosadi 

21.259 19.913 41.172 Tidak 

Memenuhi 

Syarat 

2. Ike Edwin 

dan Zam 

Zanariah 

Ibrahim 

22.847 10.264 33.111 Tidak 

Memenuhi 

Syarat 

Sumber Tabel 2: KPU Kota Bandar Lampung Tahun 2022 

 

Berdasarkan tabel 2 di atas kedua pasangan calon setelah melakukan 

penyerahan dukungan perbaikan tahap kedua dan dilakukan verifikasi 

administrasi serta verifikasi faktual perbaikan oleh KPU Kota Bandar Lampung 

bahwa pasangan Firmansyah dan Bustomi Rosadi mendapatkan tambahan 

sebanyak 19.913 dukungan serta jika dijumlahkan dengan verifikasi awal 

sebanyak 21.259 dukungan maka secara keseluruhan hanya dapat Memenuhi 

Syarat (MS) 41.172 dukungan sedangkan pasangan Ike Edwin dan Zam 

Zanariah Ibrahim mendapatkan tambahan sebanyak 10.264 dukungan serta jika 

dijumlahkan dengan verifikasi awal sebanyak 22.847 dukungan maka secara 

keseluruhan hanya Memenuhi Syarat (MS) sebanyak 33.111 dukungan, 

sehingga kedua pasangan tidak dapat memenuhi target dukungan yang telah 

ditetapkan oleh KPU Kota Bandar Lampung sebanyak 47.864 dukungan. Maka 

dapat dipastikan kedua pasangan dinyatakan gagal karena Tidak Memenuhi 

Syarat (TMS). 

Pasangan calon dari jalur perseorangan di Kota Bandar Lampung telah ikut serta 

sejak pencalonan dibuka dari jalur perseorangan. Tercatat pada pilkada 

sebelumnya yaitu di tahun 2010 dan 2015 pasangan calon perseorangan selalu 

ikut dalam pelaksanaan pilkada walaupun tidak pernah menang. Fenomena ini 

menggambarkan bahwa sebagian besar masyarakat Kota Bandar Lampung 

sebenarnya mendukung kepala daerah yang berasal dari jalur perseorangan. 

Untuk dapat mewujudkan agar calon perseorangan merupakan representasi dari 
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dukungan riil dari masyarakat, KPU mendesain peraturan yaitu Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 

2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 

Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota pada Pasal 16 yang 

menjelaskan mekanisme verifikasi syarat dukungan dibagi sampai menjadi 

enam tahapan. 

Tahapan verifikasi syarat dukungan adalah tahapan yang memang cukup sulit 

bagi KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota yang memiliki calon perseorangan 

terutama bagi daerah yang bakal pasangan calonnya lebih dari satu. KPU Kota 

Bandar Lampung yang memiliki bakal calon perseorangan harus dapat bekerja 

lebih ekstra untuk bisa menyaring dokumen bakal calon perseorangan. 

Sehingga sebuah keberhasilan dalam tahapan verifikasi syarat dukungan 

tergantung dengan implementasi kebijakan verifikasi syarat dukungan. Untuk 

itu peneliti ingin menganalisis mengenai implementasi kebijakan verifikasi 

dukungan bakal pasangan calon perseorangan yang dilaksanakan oleh KPU 

Kota Bandar Lampung.  

Sebagai bahan referensi atas penulisan ini maka peneliti mencantumkan 

beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian sebagai berikut: 

1. Melyawati Dwi Safitri (2021) dengan judul skripsi tentang Implementasi 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Pencalonan Terhadap 

Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten 

Banyuwangi (Studi di KPUD dan Bawaslu Kabupaten Banyuwangi). 

Berdasarkan hasil dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 

pengimplementasian sudah berjalan sesuai dengan Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum (PKPU), hanya saja terdapat beberapa hal yang bisa 

menghambat pengimplementasian itu sendiri yaitu faktor adanya dukungan 

ganda, faktor fotokopi KTP dari luar wilayah Banyuwangi dan faktor 

keterbatasan waktu. 

2. Desriadi (2017) dengan judul jurnal tentang Analisis Implementasi Calon 

Perseorangan dalam Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung. 
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Berdasarkan hasil penelitian ini menjelaskan implementasi calon 

perseorangan dalam pilkada secara langsung bahwa jika calon kepala daerah 

yang berasal dari calon perseorangan berhak untuk mengikuti pilkada. 

Namun jika pasangan calon perseorangan tersebut memenangkan pilkada, 

kemungkinan akan ada permasalahan yang dihadapi oleh pasangan tersebut, 

yaitu stabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah terganggu, berpotensi 

menimbulkan penyalahgunaan wewenang dan kesewenangan DPRD, serta 

kepala daerah calon perseorangan mudah diganggu DPRD yang integritas 

moralnya rendah. 

3. Syamsul Arifin (2017) judul tesis tentang Evaluasi Kebijakan Pilkada 

Langsung 2015 (Studi Kasus Pendaftaran Calon Perseorangan di Kabupaten 

Banyuwangi). Berdasarkan hasil simpulan dalam penelitian ini bahwa KPU 

Kabupaten Banyuwangi sebagai implementor telah mampu melaksanakan 

kebijakan pendaftaran calon bupati dan wakil bupati. Terdapat pasangan 

calon yang mendaftakan diri dari jalur perseorangan akan tetapi belum 

mampu lulus menjadi calon bupati dan wakil bupati dikarenakan tidak 

sanggup memenuhi kuota dukungan yang telah ditetapkan. 

4. Arifin Abdi Akbar (2021) judul tesis tentang Dinamika Verifikasi Calon 

Perseorangan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi 

Selatan Tahun 2018. Berdasarkan hasil dalam penelitian ini disimpulkan 

bahwa upaya KPU Provinsi Sulawesi Selatan memastikan tahapan 

verifikasi perseorangan transparan yakni, pertama membangun komunikasi 

dengan tim bakal calon perseorangan dengan menyamakan persepsi 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dengan tim bakal calon agar 

meminimalisir konflik dengan mengetahui aturan tahapan calon 

perseorangan. Kedua yakni memastikan infrastuktur memadai. Ketiga, 

dengan meningkatkan koordinasi dengan Bawaslu Provinsi Sulawesi 

Selatan. Bentuk koordinasi tersebut melalui Pengawasan Tahapan verifikasi 

calon perseorangan yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sulawesi Selatan. 

 

Berdasarkan uraian fakta dan data yang telah disajikan di atas serta mengacu 

pada penelitian sebelumnya yang sudah disajikan. Dari keempat penelitian 
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sebelumnya dapat disimpulkan sebagian peneliti menjelaskan telah berhasil 

dalam mengimplementasikan kebijakan verifikasi dukungan bakal pasangan 

calon perseorangan dan sudah melaksanakan setiap tahapan dengan baik 

walaupun terdapat berbagai macam kendala yang dihadapi. Oleh karena itu 

perlu adanya cara untuk mengatasi kendala dalam verifikasi dukungan bakal 

pasangan calon perseorangan. Dari penelitian ini memang memiliki persamaan 

dengan beberapa penelitian terdahulu yang telah diuraikan di atas yaitu untuk 

mengetahui implementasi kebijakan verifikasi dukungan bakal pasangan calon 

perseorangan. Namun penelitian ini juga memiliki perbedaan yang mendasar 

dengan penelitian sebelumnya yaitu baik secara fokus penelitian, tempat, teori 

yang digunakan dan juga pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang “Implementasi Kebijakan Verifikasi 

Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan (Studi di Komisi 

Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung pada Pemilihan Kepala Daerah 

Tahun 2020)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Kebijakan Verifikasi 

Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di Komisi Pemilihan Umum 

Kota Bandar Lampung pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Verifikasi Dukungan 

Bakal Pasangan Calon Perseorangan di Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar 

Lampung pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi khasanah 

ilmu pengetahuan khususnya terhadap ilmu pemerintahan dan politik 

yang mengkaji mengenai Kebijakan Verifikasi Dukungan Bakal 

Pasangan Calon Perseorangan. 

b. Sebagai bahan bacaan dan literatur tambahan bagi mahasiswa serta 

masyarakat luas. 

 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi 

penyelenggara pemilihan kepala daerah dalam mengimplementasikan 

Kebijakan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan. 

  

 



 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1 Tinjauan Implementasi Kebijakan 

2.1.1 Pengertian Implementasi Kebijakan 

Implementasi kebijakan menurut Abdul Wahab dalam (Tahir, 2015:55) 

adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk 

undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau 

keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan 

peradilan lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang 

di atasi, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan 

berbagai cara untuk menstruktur/mengatur proses implementasinya. 

Menurut Van Meter dan Van Horn (Rusli, 2015:91), mendefinisikan 

implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh 

individu atau pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan 

pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan 

kebijaksanaan. 

 

Pengertian implementasi di atas apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah 

bahwa sebenarnya kebijakan itu hanya dirumuskan, lalu dibuat dalam suatu 

bentuk positif seperti undang-undang dan kemudian didiamkan dan tidak 

dilaksanakan atau diimplementasikan, tetapi sebuah kebijakan harus 

dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan 

yang diinginkan. Implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, 

dimana pelaksanaan kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, 

sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan 

tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. 
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2.1.2 Model Implementasi Kebijakan 

a. Model Menurut George C. Edward III 

Menurut George C. Edward III (1980) dalam (Suharno, 2013:170) 

bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh 

empat variabel, yaitu:  

1) Komunikasi, bahwa untuk menjamin sebuah keberhasilan 

implementasi kebijakan, pelaksana harus mengetahui hal apa yang 

harus dilakukannya berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan 

tersebut. 

2) Sumber Daya, sebagai pendukung implementasi kebijakan dapat 

berwujud sumber daya manusia yakni kompetensi implementor, dan 

sumber daya finansial.  

3) Disposisi, menyangkut watak dan karakteristik yang dimiliki oleh 

implementor yakni komitmen, kejujuran, sifat demokrasi dan 

lainnya. 

4) Struktur Birokrasi, bahwa birokrasi merupakan struktur organisasi 

yang bertugas untuk mengimplementasikan kebijakan memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. 

 

b. Model Menurut Merilee S. Grindle 

Menurut Merilee S. Grindle (1980) dalam (Suharno, 2013:172) bahwa 

keberhasilan implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh dua 

variabel, yakni isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan 

implementasi kebijakan (context of implementation). 

1) Variabel isi kebijakan. Variabel isi kebijakan mencakup hal sebagai 

berikut, yaitu: (a) sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau 

target groups termuat dalam isi kebijakan publik, (b) tipe manfaat 

yang diterima oleh target group, (c) sejauh mana perubahan yang 

diinginkan oleh kebijakan, (d) apakah letak pengambilan sebuah 

keputusan sudah tepat, (e) apakah sebuah kebijakan telah 

menyebutkan implementornya dengan rinci, dan (f) apakah sebuah 

program didukung oleh sumber daya yang memadai. 
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2) Variabel lingkungan implementasi kebijakan. Variabel lingkungan 

implementasi kebijakan mencakup hal-hal sebagai berikut: (a) 

seberapa besar kekuatan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki 

oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan, (b) 

karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa, (c) tingkat 

kepatuhan dan responsivitas dari pelaksana kebijakan. 

 

c. Model Menurut Mazmanian dan Sabastier 

Menurut Mazmanian dan Sabastier (1983) dalam (Suharno, 2013:173) 

bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh 

tiga variabel, yaitu: 

1. Karakteristik masalah (tractability of the problems). Meliputi 

beberapa faktor sebagai berikut: (a) tingkat kesulitan teknis dari 

masalah yang bersangkutan, (b) tingkat kemajemukan dari 

kelompok sasaran, (c) proporsi kelompok sasaran terhadap total 

populasi, (d) cakupan perubahan perilaku yang diharapkan. 

2. Karakteristik kebijakan (ability of statute to structure 

implementation). Mencakup beberapa hal antara lain: (a) kejelasan 

isi kebijakan, (b) dukungan teoritis, (c) alokasi sumber daya 

finansial, (d) dukungan antar lembaga, (e) konsistensi aturan, (f) 

komitmen aparat terhadap kebijakan. 

3. Lingkungan (nonstatutory variables affecting implementation). 

Meliputi beberapa faktor yakni: (a) kondisi sosial ekonomi 

masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi, (b) dukungan publik, 

(c) sikap dari kelompok pemilih.  

Berdasarkan beberapa model implementasi kebijakan di atas, peneliti 

menggunakan model implementasi kebijakan menurut Merilee S. 

Grindle yang mecakup dua variabel, yakni isi kebijakan (content of 

policy) dan lingkungan implementasi kebijakan (context of 

implementation). 
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2.2 Tinjauan Calon Perseorangan 

2.2.1 Pengertian Calon Perseorangan 

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati, dan Walikota bahwa calon perseorangan dapat 

mendaftarkan diri sebagai Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota jika 

memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk dan mempunyai hak pilih 

serta termuat dalam daftar pemilih tetap pada pemilihan umum atau 

pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan.  

 

Dari pengertian yang telah dijelaskan oleh undang-undang tersebut 

bahwasanya calon perseorangan adalah seseorang yang diperbolehkan 

mendaftar dalam proses pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah, 

dengan syarat memiliki dukungan jumlah penduduk sesuai dengan 

peraturan yang berlaku. Calon perseorangan juga tetap bisa mengikuti 

sebagai calon pemilihan umum tanpa harus melalui partai politik terlebih 

dahulu dengan proses yang cukup lama. 

 

2.2.2 Syarat Calon Perseorangan 

Calon perseorang memiliki hak untuk maju dalam pemilihan kepala daerah, 

namun karena calon perseorangan tidak dalam pemilihan partai, maka ada 

undang-undang yang memberikan syarat pada calon perseorangan untuk 

tetap bisa mengikuti pemilihan kepala daerah meski tidak didukung oleh 

partai politik, namun calon perseorangan memiliki syarat-syarat tersendiri. 

Sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 

Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis 

Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon 

Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 

Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2022 

bahwasanya calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon 

Walikota dan Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan dengan 

ketentuan sebagai berikut: 
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A. Syarat Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan 

dalam Pemilihan. 

1. Syarat Jumlah Dukungan 

 

Tabel 3. Syarat Jumlah Dukungan 

 

No Jumlah penduduk yang termuat 

dalam DPT pada Pemilu atau 

Pemilihan Terakhir (jiwa) 

Syarat Jumlah 

Dukungan Paling 

Sedikit (% dari jumlah 

DPT) 

Pemilihan Gubernur dan Wakil 

1. Sampai dengan 2.000.000 10% 

2. 2.000.001-6.000.000 8,5% 

3. 6.000.001-12.000.000 7,5% 

4. Lebih dari 12.000.000 6,5% 

Pemilihan Bupati dan Wakil/Walikota dan Wakil 

1. sampai dengan 250.000 10% 

2. 250.001-500.000 8,5% 

3. 500.001-1.000.000 7,5% 

4. Lebih dari 1.000.000 6,5% 

Sumber Tabel 3: PKPU Nomor 82 Tahun 2020 

 

2. Sebaran Dukungan 

Jumlah Dukungan sebagaimana tabel 4 angka 1 harus tersebar dilebih 

dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah daerah kabupaten/kota di 

provinsi yang bersangkutan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur; atau lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah 

kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan untuk Pemilihan 

Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Walikota dan Wakil 

Walikota. 

 

3. Contoh Cara Menghitung Jumlah Minimal Dukungan dan 

Sebaran 

a. Provinsi A memiliki jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 

Anggota DPRD Provinsi A pada tahun 2019 sebanyak 1.980.553 

pemilih dan jumlah kabupaten/kota sebanyak 1 (satu) kota dan 6 

(enam) kabupaten. 
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1) Jumlah Minimal Dukungan: 10% x 1.980.553 = 198.055,3 

pemilih (dibulatkan ke atas menjadi 198.056) 

2) Jumlah Minimal Sebaran: 50% x 7 = 3.5 kabupaten/kota. 

Karena penghitungan menghasilkan angka pecahan, maka 

dilakukan pembulatan ke atas. Sehingga jumlah minimal 

sebaran adalah 4 kabupaten/kota. Mengingat bahwa 4 sudah 

lebih dari 50%, maka dalam menghitung tidak perlu 

ditambahkan 1 (satu) kabupaten/kota. 

3) Dengan demikian, KPU Provinsi A membuat keputusan KPU 

tentang Penetapan Jumlah Minimal Dukungan bagi Bakal 

Pasangan Calon Perseorangan sebanyak 198.056 pemilih dan 

harus tersebar paling sedikit di 4 (empat) kabupaten/kota. 

 

b. Kabupaten B memiliki jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 

Anggota DPRD Kabupaten B pada tahun 2019 sebanyak 987.500 

dan jumlah kecamatan sebanyak 10 (sepuluh) kecamatan. 

1) Jumlah Minimal Dukungan: 7.5% x 987.500 = 74.062,5 pemilih 

(dibulatkan ke atas menjadi 74.063 pemilih). 

2) Jumlah Minimal Sebaran: 50% x 10 kecamatan = 5 kecamatan. 

Karena penghitungan tersebut menghasilkan bilangan bulat 

(bukan pecahan), maka ditambahkan angka 1 (satu). 

Ketentuannya adalah lebih dari 50% sehingga jumlah minimal 

sebaran menjadi 5+1 = 6 kecamatan. 

3) Dengan demikian, KPU Kabupaten B membuat keputusan KPU 

tentang Penetapan Jumlah Minimal Dukungan bagi Bakal 

Pasangan Calon Perseorangan sebanyak 74.063 pemilih dan 

harus tersebar paling sedikit pada 6 (enam) kecamatan. 
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B. Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam 

Pemilihan 

1. Ketentuan Dukungan 

Dukungan hanya diberikan kepada 1 (satu) Bakal Pasangan Calon 

Perseorangan dan dukungan diberikan oleh penduduk yang tercantum 

dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu atau Pemilihan Terakhir 

dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4). Dalam 

hal penduduk tidak tercantum dalam DPT Pemilu atau Pemilihan 

Terakhir dan/atau DP4, penduduk tersebut dapat memberikan 

dukungan sepanjang memenuhi syarat sebagai pemilih yang 

berdomisili di daerah Pemilihan dibuktikan dengan Kartu Tanda 

Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan; 

 

2. Penyerahan Dokumen Dukungan 

Dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan hanya dapat 

dilakukan 1 (satu) kali pada masa penyerahan. Dengan demikian, 

Bakal Pasangan Calon Perseorangan tidak dapat menyerahkan 

dokumen dukungan susulan ketika KPU Provinsi atau KPU 

Kabupaten/Kota telah menerima dokumen dukungan untuk dilakukan 

pengecekan jumlah dukungan dan sebaran pada masa penyerahan. 

 

C. Input Data Dukungan melalui Silon 

Bakal Pasangan Calon Perseorangan wajib menginput dukungan melalui 

Silon, dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Mendapatkan Username dan Password Silon, yang dilakukan dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

a. Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan menghubungi KPU 

Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk mendapatkan username 

dan password Silon; 

b. untuk mendapatkan username dan password Silon, tim Bakal 

Pasangan Calon Perseorangan menyampaikan surat mandat atau 

surat tugas; 
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c. surat mandat atau surat tugas harus mencantumkan informasi 

profil Bakal Calon Gubernur, Bupati, atau Wali Kota dan Bakal 

Calon Wakil Gubernur, Wakil Bupati, atau Wakil Wali Kota 

dengan lengkap; 

d. dalam hal surat mandat atau surat tugas hanya mencantumkan 

nama salah satu bakal calon, KPU Provinsi atau KPU 

Kabupaten/Kota tidak dapat memberikan username dan password 

Silon. 

 

2. Pendaftaran Akun Bakal Pasangan Calon Perseorangan 

a. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota mendaftarkan akun tim 

Bakal Pasangan Calon Perseorangan ke dalam Silon; dan 

b. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota memberikan Username 

dan Password akun Silon Bakal Pasangan Calon Perseorangan. 

 

3. Input dan Submit Data 

a. Untuk melakukan input data, Tim Bakal Pasangan Calon 

Perseorangan login ke dalam Silon dan mengunduh aplikasi Silon 

offline; 

b. Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan wajib memasukkan data 

pendukung yang tercantum dalam surat pernyataan dukungan 

(Formulir B.1-KWK Perseorangan) ke dalam Silon offline; 

c. hasil input data Formulir B.1-KWK Perseorangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf b menghasilkan: 

1) Formulir B.1.1-KWK Perseorangan; dan 

2) Formulir B.2-KWK Perseorangan; dan 

d. penyampaian hasil input data sebagaimana dimaksud dalam huruf 

b dan huruf c disampaikan kepada KPU Provinsi atau KPU 

Kabupaten/Kota melalui Silon dengan cara submit data. 

4. Pencetakan Dokumen Dukungan 

a. Tim Bakal Pasangan Calon Perseorangan wajib mencetak 

dokumen dari Silon, berupa: 
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1) Formulir B.1.1-KWK Perseorangan; dan 

2) Formulir Model B.2-KWK Perseorangan; dan 

b. dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditandatangani 

oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan di atas materai. 

 

2.3 Tinjauan Komisi Pemilihan Umum 

2.3.1 Pengertian Komisi Pemilihan Umum 

Selanjutnya disingkat KPU berdasarkan pasal 1 ayat (6) Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu yang bersifat 

nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. Yang 

dimaksud lembaga penyelenggara pemilu adalah lembaga yang 

menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan 

Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelanggaraan 

Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil 

Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, 

dan walikota secara demokratis. 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu 

mengatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang dilaksanakan 

oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bcrsifat nasional, tetap, 

dan mandiri. Sifat nasional mcncerminkan bahwa wilayah kerja dan 

tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum mencakup 

seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

 

Sifat mandiri menegaskan KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan 

Umum bebas dari pengaruh pihak mana pun. Dalam undang-undang 

tersebut juga diatur mengenai KPU, KPU Provinsi, dan KPU 

Kabupaten/Kota sebagai lembaga penyelanggara pemilihan umum yang 

permanen dan Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu. KPU dalam 

menjalankan tugasnya bertanggung jawab sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan 
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pemilihan umum dan tugas lainnya. KPU memberikan laporan Presiden 

kepada Dewan Perwakilan Rakyat. 

 

Selain itu juga, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang 

Penyelenggara Pemilu juga mengatur kedudukan panitia pemilihan yang 

meliputi PPK, PPS, KPPS dan PPLN serta KPPSLN yang merupakan 

penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat ad hoc. Panitia tersebut 

mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan semua tahapan 

penyelenggaraan Pemilihan Umum dalam rangka mengawal terwujudnya 

Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. 

 

Pengangkatan atau pemilihan anggota KPU melalui beberapa tahapan 

diantaranya adalah: 

1. Presiden membentuk tim seleksi calon anggota KPU. 

2. Tim seleksi membantu presiden untuk menetapkan calon anggota KPU 

yang akan diajukan kepada dewan perwakilan rakyat dengan tahapan 

sebagaimana di atur dalam dalam undang-undang. 

3. Setelah melalui proses seleksi yang diselenggerakan oleh tim seleksi. 

Maka panitia menyerahkan 21 nama ke presiden untuk ditetapkan. 

4. Setelah ditetapakan 21 nama tersebut oleh presiden, nama-nama tersebut 

diserahkan kepada dewan perwakilan rakyat untuk dipilih. 

5. Proses pemilihan anggota KPU di dewan perwakilan rakyat dilakukan 

paling lambat dalam waktu 20 hari. 

6. Dewan perwakilan rakyat menetapkan 7 (tujuh) peringkat teratas, 

setelah itu dewan perwakilan rakyat menyampaikan anggota KPU 

terpilih kepada presiden. 

7. Anggota KPU yang sudah terpilih tersebut setelah diserahkan kepada 

presiden, presiden menetapkan dengan keputusan presiden paling 

lambat 5 (hari) terhitung sejak berkas nama-nama anggota KPU terpilih 

diserahkan oleh dewan perwakilan rakyat. 
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Pasal 2 Undang-Undang No 15 Tahun 2011 tentang Penyelengara Pemilu 

dinyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai 

penyelengggara pemilihan umum, di dalam menyelenggarakan pemilu 

berpedoman pada asas: 

a. Mandiri 

b. Jujur 

c. Adil 

d. Kepastian hukum 

e. Tertib penyelenggara pemilu 

f. Kepentingan umum 

g. Keterbukaan  

h. Proporsionalitas 

i. Profesionalitas  

j. Akuntabilitas 

k. Efesien dan 

l. Efektifitas 

Sebagai panita penyelenggara pemilihan umum KPU berkedudukan di ibu 

kota negara Republik Indonesia, KPU provinsi di ibu kota provinsi dan KPU 

kabupaten/kota berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. 

 

2.3.2 Peran KPU dalam Verifikasi Calon Perseorangan 

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 

Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota 

dan Wakil Walikota pada Pasal 16 menjelaskan bahwa peran KPU dalam 

verifikasi terhadap dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan 

terdiri atas: 

1. Pengecekan syarat jumlah dukungan dan persebarannya. 

2. Verifikasi administrasi. 
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3. Verifikasi faktual. 

4. Penyerahan syarat dukungan perbaikan. 

5. Verifikasi administrasi perbaikan. 

6. Verifikasi faktual perbaikan. 

 

2.4 Tinjauan Pemilihan Kepala Daerah 

Pemilihan kepala daerah atau pilkada adalah upaya untuk melaksanakan 

demokrasi ditingkat lokal. Seperti halnya pemilu, pilkada menjadi salah satu 

cara untuk menyeleksi pemimpin daerah, namun mengenai cara 

melaksanakannya, terdapat dinamika yang terus berkembang dalam 

ketatanegaraan Indonesia. Selain itu menurut (Susilawan, 2014:349) pemilihan 

kepala daerah itu adalah pemilihan secara langsung oleh masyarakat untuk 

memilih kepala daerah yang baru atau pemilihan kepala daerah baik itu untuk 

tingkat gubernur, bupati, walikota serta para haknya ditentukan oleh rakyat. 

Karena itu, setiap daerah di Indonesia mempunyai pemimpin di antara 

gubernur, bupati dan walikota. 

 

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung telah menjadi perkembangan baru 

dalam memahami “dipilih secara demokrasi” (Hutapea, 2015:3) sebagai mana 

ditentukan dalam pasal 18 ayat (4) UUD RI tahun 1945. Oleh karena itu jika 

dalam UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan ruang 

yang luas merujuk pada pasal 18 ayat (4) UUD RI tahun 1945. Pemilihan 

kepala daerah langsung tidak hanya menumbuhkan iklim demokrasi pada saat 

berlangsungnya proses pemilihan, tetapi lebih jauh memberikan pendidikan 

bagi warga akan hak dan kewajiban sebagai warga Negara Indonesia. 

 

2.5 Kerangka Pikir 

Kerangka pikir menurut (Muhamad, 2009:75) adalah gambaran mengenai 

hubungan antar variabel dalam suau penelitian, yang diuraikan oleh jalan 

pikiran menurut kerangka logis. Sedangkan menurut (Riduwan, 2004:25) 

kerangka pikir adalah dasar pemikiran dari penelitian yang disintesiskan dari 
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fakta-fakta, observasi dan telaah penelitian. Kerangka pikir memuat teori, dalil 

atau konsep-konsep yang akan dijadikan dasar dalam penelitian. Uraian dalam 

kerangka pikir ini menjelaskan antar variabel.  

Pada penelitian ini, peneliti mengambil kerangka pikir dengan melihat 

bagaimana KPU Kota Bandar Lampung bisa berhasil mengimplementasikan 

kebijakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan yang 

digunakan untuk melakukan verifikasi syarat dukungan calon perseorangan 

dalam pilkada tahun 2020. Dalam melihat implementasi kebijakan yang 

dilakukan oleh KPU Kota Bandar Lampung, peneliti menggunakan pendekatan 

Merilee S. Grindle (1980) dalam (Suharno, 2013:172) yang mencakup dua 

variabel besar, yakni variabel isi kebijakan dan variabel lingkungan 

implementasi kebijakan. 

1. Variabel isi kebijakan mencakup hal sebagai berikut, yaitu:  

a. Kepentingan kelompok. 

b. Tipe manfaat. 

c. Sejauh mana perubahan.  

d. Letak pengambilan keputusan. 

e. Pelaksana program.  

f. Sumber daya. 

2. Variabel lingkungan implementasi kebijakan mencakup hal sebagai berikut: 

a. Kekuatan, kepentingan, dan strategi aktor.  

b. Karakteristik lembaga. 

c. Kepatuhan dan responsivitas. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menyajikan dalam bentuk gambar untuk 

mempermudah pembaca dalam memahami kerangka pemikiran penelitian 

sebagai berikut: 
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Gambar 1. Kerangka Pikir 

Sumber Gambar 1: Diolah oleh peneliti Tahun 2022 

Permasalahan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan 

Calon Perseorangan: 

1. Kedua Bakal Pasangan Calon Perseorangan 

Tidak Memenuhi Syarat Sebanyak 47.864 

Dukungan 

2. Kedua Bakal Pasangan Calon Perseorangan 

Tidak Lulus Verifikasi Administrasi dan 

Faktual  

 

Implementasi Kebijakan Verifikasi Dukungan Bakal 

Pasangan Calon Perseorangan oleh Komisi Pemilihan 

Umum Kota Bandar Lampung 

 

 

Tidak Berhasil 

Diimplementasikan 

Berhasil 

Diimplementasikan 

Indikator Implementasi Kebijakan Menurut Grindle: 

1. Isi Kebijakan : 

a. Kepentingan kelompok 

b. Tipe manfaat 

c. Sejauh mana perubahan 

d. Letak pengambilan keputusan 

e. Pelaksana program 

f. Sumber daya 

2. Lingkungan Implementasi Kebijakan : 

a. Kekuatan, kepentingan, dan strategi aktor 

b.  Karakteristik lembaga 

c.  Kepatuhan dan responsivitas 

 

 

 

 



 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

3.1 Tipe Penelitian 

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif dengan pendekatan 

deskriptif. Penelitian kualitatif menurut (Herdiansyah, 2010:18) adalah suatu 

penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam 

konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi 

komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.  

Sedangkan menurut (Masyhuri & Zainudin, 2008:20) penelitan kualitatif 

adalah penelitian yang pemecahan masalahnya dengan menggunakan data 

empiris. Selain itu juga menurut (Faisal, 2007:256) penelitian kualitatif 

fokusnya pada penunjukan makna, deskripsi, penjernihan dan penempatan data 

pada konteksnya masing-masing dan seringkali melukiskannya di dalam kata-

kata dari pada di dalam angka-angka. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, penggunaan metode kualitatif dalam 

penelitian ini sangat tepat karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

Implementasi Kebijakan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon 

Perseorangan di Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung pada 

Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020. 

 

3.2 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan tempat peneliti melakukan penelitian dan sumber 

data yang dapat digunakan dalam penelitian. Menurut (Nugrahani, 2014:112) 

bahwa informasi mengenai kondisi dari lokasi peristiwa atau aktivitas dapat 

digali melalui tempat maupun lingkungannya. Dari lokasi atau tempat 
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terjadinya suatu peristiwa, secara kritis dapat ditarik simpulan yang berkaitan 

dengan permasalahan penelitian. Maka dari itu lokasi dalam penelitian ini 

terletak di Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung. Peneliti memilih 

sebagai lokasi penelitian dikarenakan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar 

Lampung merupakan lembaga penyelenggara pemilihan kepala daerah di Kota 

Bandar Lampung tahun 2020. 

 

3.3 Fokus Penelitian 

Menurut (Moleong, 2017:92) fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi 

studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih data mana yang 

relevan dan mana data yang tidak relevan. Fokus memberikan batas dalam 

studi dan batasan dalam pengumpulan data, sehingga penelitian akan fokus 

memahami masalah-masalah yang menjadi tujuan penelitian. Maka fokus 

penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Verifikasi 

Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan oleh Komisi Pemilihan Umum 

Kota Bandar Lampung pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 dengan 

memperhatikan indikator menurut Grindle meliputi: 

1. Isi Kebijakan : 

a. Kepentingan kelompok, berfokus pada sejauh mana kepentingan 

kelompok sasaran atau target groups termuat dalam isi kebijakan 

publik. 

b. Tipe manfaat, berfokus pada tipe manfaat yang diterima oleh target 

group. 

c. Sejauh mana perubahan, berfokus pada sejauh mana perubahan yang 

diinginkan oleh kebijakan. 

d. Letak pengambilan keputusan, berfokus pada apakah letak 

pengambilan sebuah keputusan sudah tepat. 

e. Pelaksana program, berfokus pada apakah sebuah kebijakan telah 

menyebutkan implementornya dengan rinci. 

f. Sumber daya, berfokus pada apakah sebuah program didukung oleh 

sumber daya yang memadai. 
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2. Lingkungan Implementasi Kebijakan : 

a. Kekuatan, kepentingan, dan strategi aktor, berfokus pada seberapa 

besar kekuatan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor 

yang terlibat dalam implementasi kebijakan. 

b. Karakteristik lembaga, berfokus pada karakteristik institusi dan rezim 

yang sedang berkuasa. 

c. Kepatuhan dan responsivitas, berfokus pada tingkat kepatuhan dan 

responsivitas dari pelaksana kebijakan. 

 

3.4 Jenis dan Sumber Data 

Dalam penelitian ini digunakan dua jenis data yaitu: 

1. Data Primer 

Data yang diperoleh melalui pertanyaan yang diajukan secara langsung 

kepada narasumber (Sugiyono, 2014:225). Data primer dalam hal ini adalah 

data yang diperoleh dari hasil wawancara berdasarkan panduan wawancara 

yang dilakukan oleh peneliti kepada narasumber. 

 

2. Data Sekunder 

Data yang diperoleh dari sumber-sumber yang ada. Data sekunder ini 

digunakan sebagai pendukung guna mencari fakta yang sebenarnya. Data 

ini diperlukan untuk melengkapi informasi dalam rangka mencocokkan 

data yang diperoleh. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari 

perpustakaan atau laporan-laporan penelitian terdahulu, buku-buku, surat 

kabar online, artikel website, dokumen-dokumen seperti Undang-undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum. 
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3.5 Informan 

Informan menurut (Nugrahani, 2014:292) adalah sumber data yang bukan 

sekedar memberikan tanggapan terhadap masalah yang ditanyakan, tetapi juga 

individu yang memilih arah dan selera dalam menyajikan informasi yang 

dimilikinya. Untuk memperoleh informasi yang lengkap dan beragam, 

informan dipilih dalam posisi dengan beragam peran yang berbeda, yang 

memungkinkan akses informasi yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan 

penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode purposive 

sampling. Menurut (Abdussamad, 137:2021) purposive sampling merupakan 

teknik penentuan sampel dengan didasarkan pada pertimbangan tertentu karena 

dianggap informan tersebut sebagai penguasa. Maka dari itu, terkait penelitian 

ini peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan sebagai berikut:  

Tabel 4. Informan Penelitian 

 

No. Nama Jabatan 

1. Fery Triatmojo Anggota KPU Kota Bandar 

Lampung Kepala Divisi Teknis 

Penyelenggaraan Pemilihan Umum 

2. Badarudin Amir Kasubbag Teknis Penyelenggaraan 

Pemilihan Umum 

3. Candrawansah Ketua Bawaslu Kota Bandar 

Lampung Koordinator Divisi 

Pengawasan 

4. Sarah Yusmiarosa Anggota Panitia Pemilihan 

Kecamatan Bumi Waras 

5. Romilda Oktalima Anggota Panitia Pemungutan Suara 

Kelurahan Pematang Wangi 

6. Muprihan Thaib Liaison Officer Pasangan Calon 

Firmansyah dan Bustomi Rosadi 

      Sumber Tabel 4: Diolah oleh peneliti Tahun 2022 

 

Alasan peneliti memilih Informan di atas, dikarenakan telah menjadi tugas dan 

wewenang informan tersebut dalam pelaksanaan implementasi kebijakan 

dalam tahapan pendaftaran dan verifikasi dukungan bakal pasangan calon 

perseorangan pada pilkada tahun 2020. 
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3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data meliputi tahap sebagai berikut: 

1. Observasi 

Observasi merupakan pengamatan langsung terhadap fenomena yang akan 

dikaji. Menurut (Nugrahani, 2014:295) observasi adalah teknik 

pengumpulan data yang digunakan untuk menggali data dari sumber yang 

berupa tempat, aktivitas, benda atau rekaman gambar. Observasi digunakan 

untuk lebih mendapatkan gambaran nyata dilapangan. Dalam penelitian ini 

peneliti melakukan pengamatan secara langsung dan tidak langsung untuk 

menemukan fakta-fakta di lapangan mengenai Implementasi Kebijakan 

Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan oleh KPU Kota 

Bandar Lampung pada Pilkada Tahun 2020. 

 

2. Wawancara (Interview) 

Wawancara adalah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan 

sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula. Ciri 

utama dari wawancara adalah kontak langsung dengan tatap muka (face to 

face relationship) antara sipencari informasi (interviewer atau information 

hunter) dengan sumber informasi (interviewe). Menurut (Abdussamad, 

143:2021) secara sederhana wawancara diartikan sebagai alat memperoleh 

informasi atau uatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya 

jawab antara peneliti dengan sumber informasi. Materi wawancara adalah 

tema yang ditanyakan kepada informan, berkisar antara masalah dan tujuan 

penelitian. 

Dalam penelitian kualitatif teknik wawancara merupakan cara utama untuk 

mengumpulkan data. Wawancara bertujuan untuk menggali tidak saja apa 

yang diketahui dan dialami oleh informan, tetapi juga apa yang tersembunyi 

jauh di dalam diri informan. Apa yang ditanyakan kepada informan dapat 
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mencakup hal-hal yang bersifat lintas waktu yang berkaitan dengan masa 

lampau, masa sekarang dan masa depan. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi menurut (Abdussamad, 150:2021) adalah salah satu cara yang 

dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut 

pandang subyek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang 

ditulis atau dibuat langsung oleh subyek yang bersangkutan. Teknik 

dokumentasi pada penelitian ini dengan cara mencatat hasil wawancara, dan 

pengambilan foto saat wawancara dan yang berkaitan dengan penelitian. 

 

3.7 Teknik Pengolahan Data 

Pengolahan data merupakan salah satu bagian penting dalam sebuah penelitian 

karena hasil dari pengolahan data akan berguna dalam memecahkan masalah 

penelitian. Menurut Efendi dkk dalam (Singarimbun, 1995: 240) data yang 

telah diperoleh selanjutnya akan diolah melalui tahapan-tahapan sebagai 

berikut: 

1. Editing Data 

Editing adalah kegiatan dalam penelitian yang dilaksanakan dengan 

menentukan kembali data yang berhasil diperoleh dalam rangka menjamin 

validitasnya serta dapat untuk segera dipersiapkan pada proses selanjutnya. 

Dalam proses ini, peneliti mengolah data hasil wawancara dengan 

disesuaikan pada pertanyaan-pertanyaan terhadap fokus pedoman 

wawancara dan memilah serta menentukan data-data yang diperlukan. 

 

2. Interpretasi Data 

Pada tahapan ini data penelitian yang telah dideskripsikan baik melalui 

narasi maupun tabel selanjutnya diinterprestasikan sehingga dapat dicari 

maknanya yang lebih luas dengan menghubungkan jawaban dari informan 

dengan hasil yang lain, serta dari dokumentasi yang ada. Interpretasi 

penulisan juga dilakukan peneliti dalam menampilkan data yang di peroleh 
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dari cerita-cerita yang bersifat rahasia, peneliti memilih kata-kata terbaik 

sehingga tidak menimbulkan kesan yang dapat merugikan banyak pihak. 

 

3.8 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data menurut (Sugiyono, 2014:246) dalam penelitian kualitatif 

dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai 

pengumpulan data dalam periode tertentu. Penelitian ini menggunakan tiga 

kegiatan analisis data yang terdapat dalam model Miles dan Huberman 

(Sugiyono, 2014:246), yaitu: 

1. Reduksi Data 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan 

pada hal-hal penting. Dengan demikian akan memberikan gambaran yang 

lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti 

komputer dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu (Sugiyono, 

2014:247). 

 

2. Penyajian Data 

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, 

hubungan antar kategori. Dengan menyajikan data maka akan memudahkan 

untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya 

berdasarkan apa yang dipahami (Sugiyono, 2014:249). 

 

3. Verifikasi Data 

Verifikasi data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan 

dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum 

pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek. 

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab 

rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal (Sugiyono, 2014:252-253). 

Peneliti mengumpulkan data dari hasil penelitian untuk ditarik kesimpulan. 

Peneliti mengolah data yang diperoleh dengan cara mencari makna yang 



32 

 

 

mendalam untuk dijadikan kesimpulan. Peneliti menganalisa data dengan 

sebaik mungkin agar tidak terjadi kesalahan pada penarikan kesimpulan. 

 

3.9 Teknik Keabsahan Data 

Teknik keabsahan data adalah ketepatan data yang dilaporkan peneliti dengan 

apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti (Sugiyono, 2014:120). 

Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan melakukan 

uji kredibilitas melalui triangulasi. Triangulasi dalam uji kredibilitas diartikan 

sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan 

berbagai waktu. 

Dalam penelitian ini teknik triangulasi yang peneliti gunakan ialah yang 

dikembangkan oleh Denzin ada empat triangulasi sebagai teknik pemeriksaan 

untuk mencapai keabsahan yaitu memanfaatkan penggunaan sumber data, 

metode, penyidik dan teori (Moleong, 2017:330). Teknik triangulasi yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu, triangulasi metode yang menggunakan 

metode seperti wawancara, observasi dan metode dokumentasi. Dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan metode wawancara, observasi dan 

dokumentasi yang diperoleh dari informan yang berkaitan dengan 

penyelenggara pemilihan kepala daerah tahun 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

IV. GAMBARAN UMUM 

 

 

 

4.1 Gambaran Umum KPU Kota Bandar Lampung 

Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung terletak di Jl. Pulau Sebesi 

No.90, kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung. Komisi Pemilihan 

Umum (KPU) adalah lembaga Penyelenggaraan Pemilu yang bersifat nasional, 

tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. KPU Provinsi dan 

KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di Provinsi dan 

Kabupaten/Kota. Wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. KPU menjalankan tugasnya secara 

berkesinambungan dan dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU bebas dari 

pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan 

wewenangnya. 

 

 

4.1.1 Kelembagaan KPU Kota Bandar Lampung 

KPU Kota Bandar Lampung terdiri dari 2 unsur yaitu: 

1. Komisioner KPU yang terdiri dari 5 orang yang dikordinasi oleh 1 orang 

ketua dan 4 orang anggota. 

2. Unsur kesekertariatan dipimpin oleh Sekertaris KPU Kota Bandar 

Lampung. 

 

Kedua unsur tersebut merupakan satu kesatuan, dimana komisioner 

melaksanakan teknis penyelenggaraan pemilu dan unsur sekertariat 

membantu komisioner dalam melakukan tugasnya terkait dengan 

administrasi umum dan keuangan, personalia dan rumah tangga. 

Berdasarkan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 
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tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 

Provinsi dan Kabupaten/Kota maka struktur KPU Kota Bandar Lampung 

sebagai berikut: 

1. Sub Bagian Program Data Organisasi dan SDM;  

2. Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik;  

3. Sub Bagian Teknis Penyelenggara dan Hupmas;  

4. Sub Bagian Hukum. 

 

 

4.1.2 Struktur Organisasi KPU Kota Bandar Lampung 

Struktur organisasi dalam suatu instansi memiliki peranan yang sangat 

penting, dalam organisasi kita dapat melihat bagaimana susunan, tugas dan 

tanggung jawab masing-masing anggota. 

 

   

                

Gambar 2. Struktur Organisasi Komisioner KPU Kota Bandar Lampung  

Sumber Gambar 2: Diolah oleh peneliti Tahun 2022 

 

 

Gambar 3. Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kota Bandar Lampung 

Sumber Gambar 3: Diolah oleh peneliti Tahun 2022 
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4.1.3 Tugas Pokok Struktur Organisasi KPU Kota Bandar Lampung 

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Ketua KPU Kabupaten/Kota 

mempunyai uraian tugas yang terdapat dalam Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi 

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Pasal 29, yaitu: 

a. Memimpin Rapat Pleno dan seluruh kegiatan KPU Kabupaten/Kota; 

b. Bertindak untuk dan atas nama KPU Kabupaten/Kota ke luar dan ke 

dalam; 

c. Memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU 

Kabupaten/Kota; 

d. Mengoordinasikan hubungan kerja antar Divisi; 

e. Mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas Divisi dan Korwil; 

f. Menandatangani seluruh Keputusan KPU Kabupaten/Kota. 

 

Anggota KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan 

kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan 

Korwil yang meliputi: 

1. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik.  

Mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, 

mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan 

kebijakan: (a) administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan; (b) 

protokol dan persidangan; (c) pengelolaan dan pelaporan Barang Milik 

Negara; (d) pelaksanaan, pertangungjawaban, dan pelaporan keuangan; 

(e) pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji 

DPRD Kabupaten/Kota; (f) perencanaan, pengadaan barang dan jasa, 

serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan. 

2. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan 

Sumber Daya Manusia. 

Mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, 

mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan 

kebijakan: (a) sosialisasi kepemiluan; (b) partisipasi masyarakat dan 
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pendidikan pemilih; (c) publikasi dan kehumasan; (d) kampanye Pemilu 

dan Pemilihan; (e) kerja sama antar lembaga; (f) pengelolaan dan 

penyediaan informasi publik; (g) rekrutmen anggota PPK, PPS,dan 

KPPS; (h) pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia; 

(i) pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi; (j) pendidikan 

dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia; (k) penelitian 

dan pengembangan kepemiluan; dan (l) pengelolaan dan pembinaan 

sumber daya manusia. 

3. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi.  

Mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, 

mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan 

kebijakan: (a) menjabarkan program dan anggaran; (b) evaluasi, 

penelitian, dan pengkajian kepemiluan; (c) monitoring, evaluasi, dan 

pengendalian program dan anggaran; (d) pemutakhiran dan pemeliharaan 

data pemilih; (e) sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan 

Pemilu; (f) pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi; 

dan (g) pengelolaan dan penyajian data hasil Pemilu nasional. 

4. Divisi Teknis Penyelenggaraan. 

Mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, 

mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan 

kebijakan: (a) pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi; (b) 

verifikasi partai politik dan anggota DPD; (c) pencalonan Peserta Pemilu 

dan Pemilihan; (d) pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi 

hasil penghitungan suara; (e) penetapan hasil dan pendokumentasian 

hasil Pemilu dan Pemilihan; (f) pelaporan dana kampanye; dan (g) 

penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota. 

5. Divisi Hukum dan Pengawasan. 

Mempunyai tugas mengoordinasikan, menyelenggarakan, 

mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan 

kebijakan (a) penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota; 

(b) telaah hukum dan advokasi hukum; (c) dokumentasi dan publikasi 

hukum; (d) pengawasan dan pengendalian internal; (e) penyelesaian 
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sengketa proses tahapan, hasil Pemilu dan Pemilihan, serta non tahapan 

Pemilu dan Pemilihan; dan (f) penanganan pelanggaran administrasi, 

Kode Etik, dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS. 

 

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam hal 

administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan 

peraturan perundang-undangan. Sekretariat dipimpin oleh seorang 

Sekretaris. Didalam tertibnya administrasi dan kelancaran tugas sehari-hari 

maka diperlukan adanya suatu pembagian kerja yang jelas. Adapun 

pembagian kerja pada sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar 

Lampung sebagai berikut: 

1. Subbag Program dan Data mempunyai tugas mengumpulkan dan 

mengolah bahan rencana program, anggaran pembiayaan kegiatan 

tahapan pemilu, pengumpulan dan pengolahan data lanjutan pemilu. 

2. Subbag Hukum mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, 

pengkajian, dan penyelesaian sengketa hukum, penyuluhan peraturan 

yang berkaitan dengan pemilu dan penyiapan verifikasi faktual peserta 

pemilu, serta administrasi keuangan dan dana kampanye. 

3. Subbag Teknis dan Hupmas mempunyai tugas mengumpulkan dan 

mengolah bahan teknis penyelenggaraan pemilu dan proses administrasi 

dan verifikasi penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota 

pasca pemilu, penetapan daerah pemilihan dan pencalonan, dan 

penetapan calon terpilih pemilu anggota DPRD Provinsi, dan Pemilu 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, penyuluhan, bantuan kerja 

sama antar lembaga, melaksanakan pelayanan informasi, serta 

pendidikan pemilih. 

5. Subbag Keuangan, Umum dan Logistik mempunyai tugas 

mengumpulkan dan mengolah bahan pelaksanaan anggaran, 

perbendaharaan, verifikasi, dan pembukuan pelaksanaan anggaran, 

pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, keamanan dalam tata 

usaha, pengadaan logistik pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah, distribusi logistik pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, 
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Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, 

Kepegawaian serta Dokumentasi. 

 

 

4.1.4 Visi dan Misi KPU Kota Bandar Lampung  

a) Visi : 

Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, 

dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang Langsung, Umum, 

Bebas, Rahasia (LUBER) dan Jujur, Adil (JURDIL). 

2. Misi : 

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu yang efektif dan 

efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel;  

2. meningkatkan integritas, kemandirian, kompetensi dan 

profesionalisme penyelenggara Pemilu dengan mengukuhkan code of 

conduct penyelenggara Pemilu;  

3. menyusun regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian 

hukum, progesif, dan partisipatif;  

4. meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu untuk seluruh pemangku 

kepentingan;  

5. meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu, Pemilih 

berdaulat Negara kuat; dan  

6. mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam 

penyelenggaraan Pemilu. 

 

4.1.5 Tujuan KPU Kota Bandar Lampung 

1. Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik rakyat 

dalam Pemilu; 

2. melaksanakan Undang-Undang di bidang Politik secara murni dan 

Konsekuen; 

3. meningkatkan kesadaran rakyat yang tinggi tentang Pemilu yang 

demokratis; 

4. melaksanakan Pemilu secara LUBER dan JURDIL. 
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4.2 Gambaran Umum Pelaksanaan Tahapan Verifikasi  

4.2.1 Tahapan Verifikasi Administrasi Bakal Pasangan Calon Perseorangan 

Verifikasi administrasi dilakukan setelah KPU Kota Bandar Lampung 

memberikan Berita Acara Hasil pengecekan jumlah dukungan dan sebaran 

(Berita Acara Model BA.1-KWK Perseorangan) dan hanya dapat dilakukan 

terhadap Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang dinyatakan 

DITERIMA. 

KPU Kota Bandar Lampung dalam melakukan verifikasi administrasi 

melakukan langkah-langkah sebagai berikut: 

a) Mencocokkan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis 

kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat pendukung pada formulir 

Model B.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi KTP Elektronik atau 

Surat Keterangan; 

b) Verifikasi kesesuaian antara formulir Model B.1-KWK Perseorangan 

dengan daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir 

dan/atau DP4; 

c) Verifikasi kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah 

Pemilihan; 

d) Verifikasi kelengkapan lampiran dokumen dukungan; 

e) Verifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi 

PPS; 

f) Verifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat 

usia pendukung dan/atau status perkawinan; 

g) Verifikasi terhadap status pekerjaan untuk memastikan pemenuhan 

syarat pendukung; dan 

h) Verifikasi terhadap dugaan dukungan ganda terhadap Bakal Pasangan 

Calon perseorangan. 

 

Waktu pelaksanaan verifikasi administrasi dilakukan sesuai dengan 

tahapan, jadwal, dan program penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020. 

Adapun dokumen yang dihasilkan yaitu: 



40 

 

 

1. formulir Model BA.2-KWK Perseorangan (format sebagaimana 

terlampir); 

2. formulir Model BA.3-KWK Perseorangan (format sebagaimana 

terlampir); dan 

3. formulir Model BA.4-KWK Perseorangan (format sebagaimana 

terlampir). 

 

 

4.2.2 Tahapan Verifikasi Faktual Bakal Pasangan Calon Perseorangan 

1. Langkah-Langkah Verifikasi Faktual 

Setelah KPU Kota Bandar Lampung melakukan verifikasi administrasi, 

KPU Kota Bandar Lampung melalui PPS melakukan verifikasi faktual 

terhadap dukungan yang telah dinyatakan Memenuhi Syarat dalam 

verifikasi administrasi. 

Adapun langkah-langkah dalam verifikasi faktual adalah sebagai berikut: 

a. KPU Kota Bandar Lampung menyampaikan dokumen dukungan kepada 

PPS melalui PPK, berupa: 

1) formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan asli untuk setiap desa atau 

sebutan lain/kelurahan; 

2) Lampiran Model BA.5-KWK Perseorangan; 

3) Hasil Verifikasi Kegandaan (Potensial Ganda dalam 1 (satu) Bakal 

Pasangan Calon dan antar Bakal Pasangan Calon Perseorangan) 

untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan; 

4) Hasil Pengecekan Keberadaan Pendukung di dalam DPT Pemilu atau 

Pemilihan Terakhir dan/atau DP4 untuk setiap desa atau sebutan 

lain/kelurahan. 

b. PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara sensus yaitu mendatangi 

setiap tempat tinggal pendukung untuk mencocokan kebenaran nama, 

alamat pendukung, dan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon 

Perseorangan dengan dokumen identitas kependudukan asli. 

c. Setelah PPS mendatangi tempat tinggal pendukung, langkah selanjutnya 

adalah: 
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1) PPS mengecek kesesuaian KTP Elektronik atau Surat Keterangan 

dengan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan; 

2) Dalam hal KTP Elektronik atau Surat Keterangan tidak sesuai dengan 

formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan maka pendukung 

dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dan diberikan status pada kolom 

keterangan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan. 

3) Dalam hal KTP Elektronik atau Surat Keterangan sesuai dengan 

formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan, maka PPS selanjutnya 

menanyakan kebenaran dukungan. 

d. Dalam hal PPS telah mendatangi tempat tinggal pendukung sebagaimana 

dimaksud dalam huruf b dan pendukung tidak dapat ditemui, PPS 

melakukan verifikasi faktual dengan cara berkoordinasi dengan Bakal 

Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon 

Perseorangan untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah desa 

atau sebutan lain/kelurahan pada tempat yang telah ditentukan paling 

lambat 3 (tiga) hari sejak pendukung tidak dapat ditemui, guna 

mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan. 

e. Dalam hal Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal 

Pasangan Calon Perseorangan tidak dapat menghadirkan seluruh 

pendukung, PPS hanya melakukan verifikasi faktual terhadap pendukung 

yang hadir. 

f. Dalam hal pendukung tidak hadir, pendukung diberi kesempatan untuk 

datang langsung ke kantor PPS guna membuktikan dukungannya paling 

lambat sebelum batas akhir verifikasi faktual. 

g. PPS wajib berkoordinasi dengan PPL untuk menyampaika waktu dan 

tempat pelaksanaan verifikasi faktual. 

h. Dalam hal pendukung tidak hadir sampai dengan batas waktu yang 

ditentukan, dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang 

bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan nama pendukung 

tersebut dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat di kolom keterangan pada 

Formulir Model B.1.1-KW Perseorangan. 

i. Dalam hal Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan/atau tim 
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j. penghubung tidak dapat menghadirkan pendukung karena pendukung 

sedang sakit atau berada di luar wilayah administrasi dilaksanakannya 

Pemilihan, Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan/atau tim 

penghubung dapat memfasilitasi pelaksanaan verifikasi faktual dengan 

memanfaatkan teknologi informasi, dengan ketentuan sebagai berikut: 

1) Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan/atau tim penghubung dapat 

menyerahkan surat keterangan atau dokumen lain yang membuktikan 

bahwa pendukung yang bersangkutan sedang sakit atau berada di luar 

wilayah administrasi dilaksanakannya Pemilihan yang dikeluarkan 

oleh instansi yang berwenang. 

2) Dilakukan secara online dan seketika dengan menggunakan panggilan 

video yang memungkinkan PPS dan pendukung untuk saling bertatap 

muka, melihat, dan berbicara langsung sebagaimana verifikasi 

faktual. 

3) Dalam hal pelaksanaan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada 

angka 2), terdapat keraguan terhadap pendukung, PPS dan difasilitasi 

oleh KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan verifikasi kembali 

terhadap: 

a) KTP Elektronik untuk melihat kesesuaian foto dengan wajah 

pendukung pada saat verifikasi faktual dengan panggilan video 

dilakukan; atau 

b) Keabsahan Surat Keterangan kepada instansi yang berwenang, 

untuk mengetahui kebenaran alasan pendukung tidak dapat 

dihadirkan. 

4) Dalam melakukan panggilan video sebagaimana dimaksud pada 

angka 2) dihadiri oleh PPL. 

 

2. Waktu Pelaksanaan dan Dokumen yang Dihasilkan  

Waktu pelaksanaan verifikasi faktual adalah pada masa verifikasi faktual 

di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan sesuai dengan tahapan, 

jadwal, dan program penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020. Verifikasi 

Faktual tetap dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari sejak 
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penyampaian dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan kepada 

PPS. Dokumen yang dihasilkan dalam verifikasi faktual adalah: 

a. formulir Model BA.5-KWK Perseorangan (format sebagaimana 

terlampir); dan 

b. lampiran formulir Model BA.5-KWK Perseorangan (format 

sebagaimana terlampir). 

Format Berita Acara dapat disesuaikan dengan penambahan beberapa 

keterangan yang dianggap perlu sesuai dengan kondisi ketika verifikasi 

faktual. 

 

4.2.3 Jadwal Pelaksanaan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual 

1. Penyerahan syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil 

Walikota kepada KPU Kota Bandar Lampung (19 Februari 2020-23 

Februari 2020) 

2. Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran (19 Februari 2020-26 Februari 

2020) 

3. Verifikasi administrasi dan Kegandaaan Dokumen Dukungan (27 

Februari 2020-25 Maret 2020) 

4. Penyampaian dukungan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil 

Walikota dari KPU Kota Bandar Lampung kepada PPS (24 Juni 2020-29 

Juni 2020) 

5. Verifikasi faktual di tingkat desa/kelurahan, selama 14 (empat belas) hari 

sejak dokumen syarat dukungan Bakal Pasangan Calon diterima oleh 

PPS (24 Juni 2020-12 Juli 2020) 

6. Rekapitulasi Dukungan di tingkat kecamatan (13 Juli 2020-19 Juli 2020) 

7. Rekapitulasi Dukungan di tingkat kabupaten/kota (20 Juli 2020-21 Juli 

2020) 

8. Pemberitahuan Hasil Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon 

Walikota dan Wakil Walikota (22 Juli 2020-24 Juli 2020) 

9. Penyerahan syarat dukungan perbaikan kepada KPU Kota Bandar 

Lampung (25 Juli 2020-27 Juli 2020) 
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10. Pengecekan jumlah dukungan dan sebaran hasil perbaikan (25 Juli 2020-

28 Juli 2020) 

11. Verifikasi administrasi dan Kegandaaan Dokumen Dukungan Perbaikan 

(27 Juli 2020-4 Agustus 2020) 

12. Penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan Pasangan Calon Walikota 

dan Wakil Walikota kepada PPS (8 Agustus 2020-10 Agustus 2020) 

13. Verifikasi faktual perbaikan di tingkat desa/kelurahan (8 Agustus 2020-

16 Agustus 2020) 

14. Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat kecamatan (17 Agustus 

2020-19 Agustus 2020) 

15. Rekapitulasi Dukungan hasil perbaikan di tingkat kabupaten/kota (20 

Agustus 2020-21 Agustus 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

VI. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

6.1 Simpulan 

 

Berdasarkan hasil dan pembahasan, penelitian tentang Implementasi Kebijakan 

Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorang bahwa sudah berhasil 

diimplementasikan dan dilakasanakan dengan baik oleh KPU Kota Bandar 

Lampung sesuai Peraturan Perundang-undangan, dengan penjelasan sebagai 

berikut: 

1. Isi Kebijakan (Content of Policy) 

a. Kepentingan Kelompok (Interest Groups)  

Dalam verifikasi dukungan yang dilaksanakan oleh KPU Kota Bandar 

Lampung ini dipengaruhi oleh kepentingan kelompok dari para bakal 

pasangan calon perseorangan dan mereka menginginkan lulus dari 

tahapan verifikasi dukungan. Namun KPU Kota Bandar Lampung 

memiliki integritas yang tinggi karena tidak mudah dipengaruhi oleh 

kepentingan kelompok. 

b. Tipe Manfaat (Type of Benefits)  

Pada saat pelaksanaan tahapan verifikasi dukungan bakal pasangan calon 

perseorangan yang dilaksanakan oleh KPU Kota Bandar Lampung ini 

memiliki manfaat bagi penerimanya, yaitu pertama bagi bakal pasangan 

calon perseorangan yang dapat kembali memperbaiki jumlah dukungan 

dan kedua bagi PPS yang dapat mengetahui serta membuktikan 

kebenaran dukungan secara langsung melalui verifikasi faktual. 

c. Sejauh Mana Perubahan (Extent of Change Envision) 

Derajat perubahan yang diinginkan dari adanya verifikasi dukungan 

adalah KPU memastikan setiap tindakan yang dilakukan unit kerjanya 
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melakukan proses verifikasi syarat dukungan sesuai dengan peraturan 

yang berlaku dah hal tersebut telah dilaksanakan dengan baik. 

d. Letak Pengambilan Keputusan (Site of Decision Making) 

Dalam letak pengambilan keputusan pada saat verifikasi dukungan bakal 

pasangan calon perseorangan yang dilakukan oleh KPU Kota Bandar 

Lampung adalah dengan 2 cara, yaitu Rapat Pleno tertutup dan terbuka. 

e. Pelaksana Program (Program Implementor) 

KPU Kota Bandar Lampung telah malaksanakan program bimbingan 

teknis bagi PPK dan PPS. Namun dalam pengawasan Bawaslu Kota 

Bandar Lampung terdapat PPS yang tidak menjalankan tugasnya dengan 

baik. 

f. Sumber Daya (Resouces Comitted) 

Sumber daya yang digunakan dalam pelaksanaan verifikasi dukungan 

oleh KPU Kota Bandar Lampung adalah memanfaatkan sumber daya 

manusia dan sumber daya finansial untuk memaksimalkan pelaksaannya 

pada tahapan verifikasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan 

pada pilkada tahun 2020. 

 

2. Lingkungan Implementasi Kebijakan (Context of Implementation) 

a. Kekuatan, Kepentingan, dan Strategi Aktor (Power, Interst and Strategy 

of Actor) 

Kekuatan dalam implementasi kebijakan verifikasi dukungan bakal 

pasangan calon perseorangan berada ditangan KPU Kota Bandar 

Lampung dan kepentingan dari KPU Kota Bandar Lampung yang 

menginginkan pelaksanaannya berhasil serta srategi yang digunakan oleh  

KPU Kota Bandar Lampung untuk pelaksanaan verifikasi dukungan 

dalam pilkada tahun 2020 yaitu dengan membentuk badan ad hoc. 

b. Karakteristik Lembaga (Institution Characteristics) 

Karakteristik lembaga KPU Kota Bandar Lampung pada saat 

pelaksanaan verifikasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan 

pada pilkada tahun 2020, yaitu bersifat nasional, tetap dan mandiri serta 

tidak ada intervensi dari pihak manapun. 

c. Kepatuhan dan Responsivitas (Compliance and Responsiveness) 
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Kepatuhan dan respon dari KPU Kota Bandar Lampung dalam tahapan 

verifikasi dukungan bakal calon perseorangan yang dijalankan dengan 

baik dan respon yang sangat cepat ketika menanggapi laporan dari 

Bawaslu Kota Bandar Lampung mengenai PPS yang melanggar kode 

etik langsung diberikan teguran tertulis. 

 

Berdasarkan dua variabel, yakni isi kebijakan (content of policy) dan 

lingkungan implementasi kebijakan (context of implementation). KPU Kota 

Bandar Lampung telah melaksanakan seluruh rangkaian tahapan pelaksanaan 

dalam pencalonan perseorangan khususnya verifikasi dukungan. Hal ini juga 

dibuktikan bahwa KPU Kota Bandar Lampung telah menjalankan dengan 

benar seluruh tugas dan fungsinya serta telah berhasil mengimplementasikan 

kebijakan verifikasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan pada 

pilkada tahun 2020. 

 

 

6.2 Saran 

 

Berdasarkan hasil simpulan penelitian ini, maka penulis merekomendasaikan 

beberapa hal yang diantaranya: 

1. Bagi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 

Dalam pelaksanaan verifikasi dukungan pasangan calon perseorangan 

hendaknya waktu 14 hari tersebut dapat diperpanjang lagi, agar proses 

verifikasi dapat dilakukan secara maksimal, karena dalam waktu 14 hari dan 

dengan jumlah hanya 3 orang anggota PPS saja disetiap kelurahan, secara 

logika tidak mungkin bisa meneliti satu-persatu dokumen dukungan yang 

mencapai ratusan bahkan ribuan dukungan, karena waktu 14 hari untuk 

melaksanakan verifikasi faktual di lapangan secara door to door sangat 

kurang cukup efektif. 

2. Bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung  

Pertama, perlu dilakukan perbaikan dalam hal pelaksanaan bimtek baik itu 

dari segi waktu, materi, jumlah peserta, ruang bimtek dan narasumber. Agar 

kemudian dari hasil pelaksanaan bimtek diharapkan badan ad hoc dapat 

menempatkan pada posisi yang tepat sesuai dengan kemampuannya dan 
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dapat fokus dengan pekerjaan sesuai dengan posisi masing-masing sehingga 

dengan mudah melakukan penyesuaian terhadap pekerjaannya di lapangan. 

Hendaknya bimtek dikemas secara menarik namun mudah dipahami dengan 

dilengkapi alat kerja di lapangan. Kedua, harus adanya pola seleksi yang 

bisa menjamin munculnya badan ad hoc yang berkualitas, profesional dan 

berintegritas tanpa ada pola-pola yang bermuara pada dukungan dan titipan 

dari komisioner KPU. Sehingga dalam pelaksanaan penyelenggara pilkada 

badan ad hoc benar-benar mampu melakukan tugas sebagai penyelenggara. 

3. Bagi Pasangan Calon Perseorangan 

Jika pasangan calon perseorangan ingin dapat maju dalam pemilihan maka 

penting dalam mengatur strategi. Dengan penyusunan strategi politik yang 

kuat maka akan memudahkan untuk maju dalam pemilihan, maka dari itu 

salah satu strategi calon perseorangan yang dapat digunakani yaitu dengan 

menghimpun dukungan dan kelompok dengan persiapan yang baik dan 

kuat. Dengan persiapan yang baik dan kuat maka peluang untuk 

memperoleh dukungan dari masyarakat akan terbuka dengan lebar. 
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tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang. 
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	Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung terletak di Jl. Pulau Sebesi No.90, kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung. Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga Penyelenggaraan Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksana...
	4.1.1 Kelembagaan KPU Kota Bandar Lampung
	KPU Kota Bandar Lampung terdiri dari 2 unsur yaitu:
	1. Komisioner KPU yang terdiri dari 5 orang yang dikordinasi oleh 1 orang ketua dan 4 orang anggota.
	2. Unsur kesekertariatan dipimpin oleh Sekertaris KPU Kota Bandar Lampung.
	Kedua unsur tersebut merupakan satu kesatuan, dimana komisioner melaksanakan teknis penyelenggaraan pemilu dan unsur sekertariat membantu komisioner dalam melakukan tugasnya terkait dengan administrasi umum dan keuangan, personalia dan rumah tangga. B...
	1. Sub Bagian Program Data Organisasi dan SDM;
	2. Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik;
	3. Sub Bagian Teknis Penyelenggara dan Hupmas;
	4. Sub Bagian Hukum.
	4.1.2 Struktur Organisasi KPU Kota Bandar Lampung
	Struktur organisasi dalam suatu instansi memiliki peranan yang sangat penting, dalam organisasi kita dapat melihat bagaimana susunan, tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota.
	Gambar 2. Struktur Organisasi Komisioner KPU Kota Bandar Lampung
	Sumber Gambar 2: Diolah oleh peneliti Tahun 2022
	Gambar 3. Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kota Bandar Lampung
	Sumber Gambar 3: Diolah oleh peneliti Tahun 2022
	4.1.3 Tugas Pokok Struktur Organisasi KPU Kota Bandar Lampung
	Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Ketua KPU Kabupaten/Kota mempunyai uraian tugas yang terdapat dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provins...
	a. Memimpin Rapat Pleno dan seluruh kegiatan KPU Kabupaten/Kota;
	b. Bertindak untuk dan atas nama KPU Kabupaten/Kota ke luar dan ke dalam;
	c. Memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU Kabupaten/Kota;
	d. Mengoordinasikan hubungan kerja antar Divisi;
	e. Mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas Divisi dan Korwil;
	f. Menandatangani seluruh Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
	Anggota KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Korwil yang meliputi:
	1. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik.
	Mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan: (a) administrasi perkantoran, rumah tangga, dan kearsipan; (b) protokol dan persidangan; (c) pengelolaan dan pelaporan...
	2. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia.
	Mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan: (a) sosialisasi kepemiluan; (b) partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih; (c) publikasi dan kehumasan; (d) kampan...
	3. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi.
	Mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan: (a) menjabarkan program dan anggaran; (b) evaluasi, penelitian, dan pengkajian kepemiluan; (c) monitoring, evaluasi, d...
	4. Divisi Teknis Penyelenggaraan.
	Mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan: (a) pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi; (b) verifikasi partai politik dan anggota DPD; (c) pencalonan Peser...
	5. Divisi Hukum dan Pengawasan.
	Mempunyai tugas mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan (a) penyusunan rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota; (b) telaah hukum dan advokasi hukum; (c) dokumentasi dan publikasi huk...
	Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris. Didalam tertibnya administrasi dan kelancaran tuga...
	1. Subbag Program dan Data mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan rencana program, anggaran pembiayaan kegiatan tahapan pemilu, pengumpulan dan pengolahan data lanjutan pemilu.
	2. Subbag Hukum mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, pengkajian, dan penyelesaian sengketa hukum, penyuluhan peraturan yang berkaitan dengan pemilu dan penyiapan verifikasi faktual peserta pemilu, serta administrasi keuangan dan dana kampanye.
	3. Subbag Teknis dan Hupmas mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan teknis penyelenggaraan pemilu dan proses administrasi dan verifikasi penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota pasca pemilu, penetapan daerah pemilihan dan pencalona...
	5. Subbag Keuangan, Umum dan Logistik mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, dan pembukuan pelaksanaan anggaran, pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, keamanan dalam tata usaha, penga...
	4.1.4 Visi dan Misi KPU Kota Bandar Lampung
	a) Visi :
	Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia (LUBER) dan Jujur, Adil (JURDIL).
	2. Misi :
	1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel;
	2. meningkatkan integritas, kemandirian, kompetensi dan profesionalisme penyelenggara Pemilu dengan mengukuhkan code of conduct penyelenggara Pemilu;
	3. menyusun regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progesif, dan partisipatif;
	4. meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu untuk seluruh pemangku kepentingan;
	5. meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu, Pemilih berdaulat Negara kuat; dan
	6. mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Pemilu.
	4.1.5 Tujuan KPU Kota Bandar Lampung
	1. Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik rakyat dalam Pemilu;
	2. melaksanakan Undang-Undang di bidang Politik secara murni dan Konsekuen;
	3. meningkatkan kesadaran rakyat yang tinggi tentang Pemilu yang demokratis;
	4. melaksanakan Pemilu secara LUBER dan JURDIL.
	4.2 Gambaran Umum Pelaksanaan Tahapan Verifikasi
	4.2.1 Tahapan Verifikasi Administrasi Bakal Pasangan Calon Perseorangan
	Verifikasi administrasi dilakukan setelah KPU Kota Bandar Lampung memberikan Berita Acara Hasil pengecekan jumlah dukungan dan sebaran (Berita Acara Model BA.1-KWK Perseorangan) dan hanya dapat dilakukan terhadap Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang...
	KPU Kota Bandar Lampung dalam melakukan verifikasi administrasi melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
	a) Mencocokkan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi KTP Elektronik atau Surat Keterangan;
	b) Verifikasi kesesuaian antara formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau DP4;
	c) Verifikasi kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;
	d) Verifikasi kelengkapan lampiran dokumen dukungan;
	e) Verifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;
	f) Verifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan;
	g) Verifikasi terhadap status pekerjaan untuk memastikan pemenuhan syarat pendukung; dan
	h) Verifikasi terhadap dugaan dukungan ganda terhadap Bakal Pasangan Calon perseorangan.
	Waktu pelaksanaan verifikasi administrasi dilakukan sesuai dengan tahapan, jadwal, dan program penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020. Adapun dokumen yang dihasilkan yaitu:
	1. formulir Model BA.2-KWK Perseorangan (format sebagaimana terlampir);
	2. formulir Model BA.3-KWK Perseorangan (format sebagaimana terlampir); dan
	3. formulir Model BA.4-KWK Perseorangan (format sebagaimana terlampir).
	4.2.2 Tahapan Verifikasi Faktual Bakal Pasangan Calon Perseorangan
	1. Langkah-Langkah Verifikasi Faktual
	Setelah KPU Kota Bandar Lampung melakukan verifikasi administrasi, KPU Kota Bandar Lampung melalui PPS melakukan verifikasi faktual terhadap dukungan yang telah dinyatakan Memenuhi Syarat dalam verifikasi administrasi.
	Adapun langkah-langkah dalam verifikasi faktual adalah sebagai berikut:
	a. KPU Kota Bandar Lampung menyampaikan dokumen dukungan kepada PPS melalui PPK, berupa:
	1) formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan asli untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan;
	2) Lampiran Model BA.5-KWK Perseorangan;
	3) Hasil Verifikasi Kegandaan (Potensial Ganda dalam 1 (satu) Bakal Pasangan Calon dan antar Bakal Pasangan Calon Perseorangan) untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan;
	4) Hasil Pengecekan Keberadaan Pendukung di dalam DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau DP4 untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan.
	b. PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara sensus yaitu mendatangi setiap tempat tinggal pendukung untuk mencocokan kebenaran nama, alamat pendukung, dan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan dengan dokumen identitas kependudukan a...
	c. Setelah PPS mendatangi tempat tinggal pendukung, langkah selanjutnya adalah:
	1) PPS mengecek kesesuaian KTP Elektronik atau Surat Keterangan dengan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan;
	2) Dalam hal KTP Elektronik atau Surat Keterangan tidak sesuai dengan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan maka pendukung dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dan diberikan status pada kolom keterangan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan.
	3) Dalam hal KTP Elektronik atau Surat Keterangan sesuai dengan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan, maka PPS selanjutnya menanyakan kebenaran dukungan.
	d. Dalam hal PPS telah mendatangi tempat tinggal pendukung sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan pendukung tidak dapat ditemui, PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasan...
	e. Dalam hal Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon Perseorangan tidak dapat menghadirkan seluruh pendukung, PPS hanya melakukan verifikasi faktual terhadap pendukung yang hadir.
	f. Dalam hal pendukung tidak hadir, pendukung diberi kesempatan untuk datang langsung ke kantor PPS guna membuktikan dukungannya paling lambat sebelum batas akhir verifikasi faktual.
	g. PPS wajib berkoordinasi dengan PPL untuk menyampaika waktu dan tempat pelaksanaan verifikasi faktual.
	h. Dalam hal pendukung tidak hadir sampai dengan batas waktu yang ditentukan, dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan nama pendukung tersebut dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat di kolom keteranga...
	i. Dalam hal Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan/atau tim
	j. penghubung tidak dapat menghadirkan pendukung karena pendukung sedang sakit atau berada di luar wilayah administrasi dilaksanakannya Pemilihan, Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan/atau tim penghubung dapat memfasilitasi pelaksanaan verifikasi fak...
	1) Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan/atau tim penghubung dapat menyerahkan surat keterangan atau dokumen lain yang membuktikan bahwa pendukung yang bersangkutan sedang sakit atau berada di luar wilayah administrasi dilaksanakannya Pemilihan yang d...
	2) Dilakukan secara online dan seketika dengan menggunakan panggilan video yang memungkinkan PPS dan pendukung untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara langsung sebagaimana verifikasi faktual.
	3) Dalam hal pelaksanaan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada angka 2), terdapat keraguan terhadap pendukung, PPS dan difasilitasi oleh KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan verifikasi kembali terhadap:
	a) KTP Elektronik untuk melihat kesesuaian foto dengan wajah pendukung pada saat verifikasi faktual dengan panggilan video dilakukan; atau
	b) Keabsahan Surat Keterangan kepada instansi yang berwenang, untuk mengetahui kebenaran alasan pendukung tidak dapat dihadirkan.
	4) Dalam melakukan panggilan video sebagaimana dimaksud pada angka 2) dihadiri oleh PPL.
	2. Waktu Pelaksanaan dan Dokumen yang Dihasilkan
	Waktu pelaksanaan verifikasi faktual adalah pada masa verifikasi faktual di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan sesuai dengan tahapan, jadwal, dan program penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020. Verifikasi Faktual tetap dilaksanakan selama 14 (empa...
	a. formulir Model BA.5-KWK Perseorangan (format sebagaimana terlampir); dan
	b. lampiran formulir Model BA.5-KWK Perseorangan (format sebagaimana terlampir).
	Format Berita Acara dapat disesuaikan dengan penambahan beberapa keterangan yang dianggap perlu sesuai dengan kondisi ketika verifikasi faktual.
	5.1 Isi Kebijakan (Content of Policy)
	5.1.2 Tipe Manfaat (Type of Benefits)
	5.1.3 Sejauh Mana Perubahan (Extent of Change Envision)
	5.1.4 Letak Pengambilan Keputusan (Site of Decision Making)
	5.1.5 Pelaksana Program (Program Implementor)
	5.1.6 Sumber Daya (Resouces Comitted)
	5.2 Lingkungan Implementasi Kebijakan (Context of Implementation)
	5.2.2 Karakteristik Lembaga (Institution Characteristics)
	5.2.3 Kepatuhan dan Responsivitas (Compliance and Responsiveness).
	6.1 Simpulan
	Berdasarkan hasil dan pembahasan, penelitian tentang Implementasi Kebijakan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorang bahwa sudah berhasil diimplementasikan dan dilakasanakan dengan baik oleh KPU Kota Bandar Lampung sesuai Peraturan Perundan...
	1. Isi Kebijakan (Content of Policy)
	a. Kepentingan Kelompok (Interest Groups)
	Dalam verifikasi dukungan yang dilaksanakan oleh KPU Kota Bandar Lampung ini dipengaruhi oleh kepentingan kelompok dari para bakal pasangan calon perseorangan dan mereka menginginkan lulus dari tahapan verifikasi dukungan. Namun KPU Kota Bandar Lampun...
	b. Tipe Manfaat (Type of Benefits)
	Pada saat pelaksanaan tahapan verifikasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan yang dilaksanakan oleh KPU Kota Bandar Lampung ini memiliki manfaat bagi penerimanya, yaitu pertama bagi bakal pasangan calon perseorangan yang dapat kembali memperbai...
	c. Sejauh Mana Perubahan (Extent of Change Envision)
	Derajat perubahan yang diinginkan dari adanya verifikasi dukungan adalah KPU memastikan setiap tindakan yang dilakukan unit kerjanya melakukan proses verifikasi syarat dukungan sesuai dengan peraturan yang berlaku dah hal tersebut telah dilaksanakan d...
	d. Letak Pengambilan Keputusan (Site of Decision Making)
	Dalam letak pengambilan keputusan pada saat verifikasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan yang dilakukan oleh KPU Kota Bandar Lampung adalah dengan 2 cara, yaitu Rapat Pleno tertutup dan terbuka.
	e. Pelaksana Program (Program Implementor)
	KPU Kota Bandar Lampung telah malaksanakan program bimbingan teknis bagi PPK dan PPS. Namun dalam pengawasan Bawaslu Kota Bandar Lampung terdapat PPS yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik.
	f. Sumber Daya (Resouces Comitted)
	Sumber daya yang digunakan dalam pelaksanaan verifikasi dukungan oleh KPU Kota Bandar Lampung adalah memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya finansial untuk memaksimalkan pelaksaannya pada tahapan verifikasi dukungan bakal pasangan calon pers...
	2. Lingkungan Implementasi Kebijakan (Context of Implementation)
	a. Kekuatan, Kepentingan, dan Strategi Aktor (Power, Interst and Strategy of Actor)
	Kekuatan dalam implementasi kebijakan verifikasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan berada ditangan KPU Kota Bandar Lampung dan kepentingan dari KPU Kota Bandar Lampung yang menginginkan pelaksanaannya berhasil serta srategi yang digunakan ole...
	b. Karakteristik Lembaga (Institution Characteristics)
	Karakteristik lembaga KPU Kota Bandar Lampung pada saat pelaksanaan verifikasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan pada pilkada tahun 2020, yaitu bersifat nasional, tetap dan mandiri serta tidak ada intervensi dari pihak manapun.
	c. Kepatuhan dan Responsivitas (Compliance and Responsiveness)
	Kepatuhan dan respon dari KPU Kota Bandar Lampung dalam tahapan verifikasi dukungan bakal calon perseorangan yang dijalankan dengan baik dan respon yang sangat cepat ketika menanggapi laporan dari Bawaslu Kota Bandar Lampung mengenai PPS yang melangga...
	Berdasarkan dua variabel, yakni isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi kebijakan (context of implementation). KPU Kota Bandar Lampung telah melaksanakan seluruh rangkaian tahapan pelaksanaan dalam pencalonan perseorangan khususn...
	6.2 Saran
	Berdasarkan hasil simpulan penelitian ini, maka penulis merekomendasaikan beberapa hal yang diantaranya:
	1. Bagi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
	Dalam pelaksanaan verifikasi dukungan pasangan calon perseorangan hendaknya waktu 14 hari tersebut dapat diperpanjang lagi, agar proses verifikasi dapat dilakukan secara maksimal, karena dalam waktu 14 hari dan dengan jumlah hanya 3 orang anggota PPS ...
	2. Bagi Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung
	Pertama, perlu dilakukan perbaikan dalam hal pelaksanaan bimtek baik itu dari segi waktu, materi, jumlah peserta, ruang bimtek dan narasumber. Agar kemudian dari hasil pelaksanaan bimtek diharapkan badan ad hoc dapat menempatkan pada posisi yang tepat...
	3. Bagi Pasangan Calon Perseorangan
	Jika pasangan calon perseorangan ingin dapat maju dalam pemilihan maka penting dalam mengatur strategi. Dengan penyusunan strategi politik yang kuat maka akan memudahkan untuk maju dalam pemilihan, maka dari itu salah satu strategi calon perseorangan ...
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